
1 

! 
L E M B A R A N D A E R A H 

K A B U P A T E N P A C I T A N 

N O M O R : 13 [ T A H U N : 2000 SERI : B 

P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N P A C I T A N 
I N O M O R 13 T A H U N 2000 
r 

\ ^ . T E N T A N G 

i , i R E T R I B U S I I Z I N T R A Y E K 
t 
i 

D E N G A N l U I I M A T T U H A N V A N G M A I I A ESA 
j B U P A T I P A C I T A N 

MciiimbiUig : a. _balnva Ueiigan ditelapkaniiya Keputusan Menteii Dalam Negeri 
^ I 'Noinor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis 
I ; Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat I I , maka Retribusi 

Tzin Trayek merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat 11; 
p " 

b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada 
hurufa. pcrlu diatur dengan Peraturan Daerah ; 

Mcngingal u- I . jUndang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
, Daerah-daerali Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
i T i m u r ; 

2. ; Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia 
[Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
iTahun I960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik 
; Indonesia Nomor 3037); 

3. ! Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara 
iPidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
'Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
, Nomor 3209) ; 

4. i Undang-undang Noinor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 
; Angkutan Jalan (Lembaran* Negara Republik Indonesia Tahun 
; 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
I Nomor 3480) ; . 

5. ' Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
! Relribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
' 1997 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
' Nomor 3685) ; 

6. ' Undang-undang Noinor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara 
j Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
; 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

• \ Nomor 3710); 
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7. ; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

iNomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
: Nomor 3839) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
;Un»jang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penycrahan 
sebagian Urtiaan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan 

'Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat 13 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3527) ; 

11. PenUuran Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3692) ; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang 
Kelentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil d i Lingkungan 
Pemerintah Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 
Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil d l Lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang 
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor K M 15 Tahun 1993 
tentang Penyelcnggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan 
Kendaraan Umum j o Keputusan Menteri Perhubungan Nomor K M 
15 Tahun 1996 tentang Penyempumaan Surat Keputusan Menteri 
Perhubungan Nomor K M 68 Tahun 1993 tentang Penyelcnggaraan 
'Angkutan Orang d i Jalan dengan Kendaraan U m u m ; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang 
Proscdur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 

16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang 
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang 
Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Relribusi Daerah; 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 
tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I 
dan Dacnh Tingkat I I ; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I I Pacitan Nomor 7 
iTahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil d i Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat I I Pacitan. 
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Dengan Pcrsctujuan 
D E W A N P E R W A K I L A N R A K Y A T D A E R A H 

K A B U P A T E N P A C I T A N 

M E M U T U S K A N 

Menctapkan: P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N P A C I T A N T E N ! A N G 
R E T R I B U S I I Z I N T R A Y E K . 

I B A B I 
; K E T E N T U A N U M U M 
I . Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:" 
a. Daerali, adalah Kabupaten Pacitan ; 
b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan ; 
c. Kepala Daerah, adalah Bupati Pacitan; 
d. Pejabat, adalah pegawai yang dibcri tugas tertentu dibidang retribusi 

sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 
c. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi pcrscroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usha mil ik 
Negera atau Daeiah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, 
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yaiig 
sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha 
lainnya; 

f. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang 
disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ; 

g. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa 
angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan 
khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan 
tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah 
Daerah; 

h. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dicngkapi 
sebanyak-banyak 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat 
duduk pengemudi, baik dengan. maupun tanpa perlengkapan 
pcngangkutan bagasi; 

i . Mobi l Bus, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih 
dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk 
pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan 
bagasi; 

j . Angkutan Khusus, adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk 
dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan kliusus 
atau untuk mengangkut barang-barang khusus; 

k. Retribusi Izin Trayek yang sclanjutnya discbut retribusi adalah 
pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan 
untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau 
beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah ; 

I . Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat 
SKRD, adalah surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah 
retribusi yang terutang; 

m. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mehgumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam 
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rangka pengawasan kepatuhan pKmenuhan kewajiban retribusi 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 

n. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah, adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil yang sclanjutnya dapat discbut penyidik, untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti i tu membuat terang tindak 
pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemulcan tersangkanya. 

: B A B 11 
; N A M A , O B J E K D A N S U B J E K R E T R I B U S I 
• Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai 
pembayaran atas pemberian Izin Trayek, Kartu Pengawasan, Izin 
Penyimpangan Trayek dan Surat Keterangan Mob i l Barang untuk 
Angkutiin Orang, kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan 
pciayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau bebarapa trayek 
tertentu dalam Wilayah/Daerah; 

Objek Retribusi a^Ialah seinua kendaraan angkutan penumpang umum 
yang diberi Izin Trayek, Kartu Pengawasan, Izin Penyimpangan Trayek 
dan Surat Keterangan Mobi l Barang untuk Angkutan Orang. 

I PasaU 

Subjek Retribusi adalah orang atau badan pemilik kendaraan angkutan 
umum sebagai wajib retribusi izin trayek. 

• t 

} B A B H I 
! G O L O N G A N R E T R I B U S I 
I Pasal 5 

Retribusi Izin trayek dlgolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu; 
'i 

' B A B JV 
C A R A M E N G U K U R T I N G K A T P E N G G U N A A N JASA 
? Pasal 6 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan 
dan jenis angkutan umum penumpang, 

' B A B V 
: PRINSIP D A N SASAR\N D A L A M P E N E T A P A N 
1 S T R U K l l I R D A N BESARNYA T A R I P 
] Pasal 7 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarlp 
Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama 
dengan biaya penyelcnggaraan pemberian izin trayek ; 
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(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya 
survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan , 
pengawasan. 

\ B A B V I 
S T R U K T U R D A N BESARNYA T A K I P R E T R I B U S I 

\ Pasal S 

(1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang 
umum dan daya angkut; 

(2) Struktur dan besamya tarip retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah 
ini . J 

B A B V I I 
! W I L A V A H P E M U N G U T A N 
I Pasal 9 
t 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin trayek 
diberikan. 

B A B V I I I 
\ M A S A R E T R I B U S I D A N S A A T 
; R E T R I B U S I T E R U T A N G 

Pasal 10 

(1) Masa Retribusi izin trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 
(lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi. 

(2) Masa Rertribusi Kartu Pengawasan adalah jangka waktu yang lamanya 
6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang l a g i ; . 

(3) Masa Retribusi Izin Penyimpangan Trayek adalah jangka waktu yang 
lamanya 1 (satu) kali perjalanan. 

• 

(4) Masa Retribusi Surat Keterangan Mobi l barang untuk angkutan orang 
adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat 
diperpanjang selama sarana transportasi dalam wilayah daerah belum 
mencukupi. 

i 
(5) Setiap keterlambatan pembaharuan kartu penga\vasan dikenakan 

biaya tambahan sebesar 10 'A l ju lan dari jumlah retribusi yang 
terutang. 

* 

P a s a l l l 

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen 
lain yang dipersamakan. 

I 



B A B I X 
! T A T A C A R A P E M B A Y A R A N 
I Pasal 12 

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus; 

(2) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur 
dengan Keputusan Kepala Daerah. 

B A B X 
' T A T A C A R A P E N A G I I I A N 
\ Pasal 13 

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis scbagai 
tindakan awal penagihan retribusi terutang dikeluarlcan scgera setelah 
7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran; 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima surat 
teguran/peringatan/surat Iain yang sejenis, wajib retribusi harus 
raelunasi retribusi yang terutang; 

I 
1 

(3) Surat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh' 
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 

B A B X I 
P E N G U R A N G A N , K E R I N G A N A N D A N 

P E M B E B A S A N R E T R I B U S I 
' Pasal 14 

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan 
pembebasan retribusi. 

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( I ) dengan mempcrhatikan Wajib Retribusi, 
antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecll untuk mengangsur. 

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 
diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, 
kerusuhan. 

i 

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 
diletapkan oleh Kepala Daerah. 

B A B X I I 
K E T E N T l l A N PIDANA DAN P E N Y I D I K A N 

] Pasal 15 

(1) Wajib retribusi yang tidak inelaksanakan kewajibannya sehiiigga 
merugikan Keua igan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi 
yang terutang. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) adalah 
pclanggaran. 



Pasal 16 

( 0 Pejabat pegawai Negeri Sipil tententu dilingkungan Pemerintah 
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana dibidang relribusi Daerah. ' 

• s • 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta mencliti keterangan 

atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi 
.'daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih-
, l engkapdanjt las ; 

b. Meneliti , mencart dan mengumpulkan keterangan mengenai orang; 
pribadi atau badan tentang kebenaran pcrbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana retribusi d a e r ^ ; 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dok-rr:tr. 
lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang relribusi daerah; 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta 
melakukan pcnyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

r . Meminta bantuan tcnaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
pcnyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf c ; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
Retribusi Daerah; 

i . Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

j . Menghentikan penyidikan; 
, k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang 
dapat dipeitanggung jawabkan. 
1 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud-ayat ( I ) pasal in i memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya 
kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

• B A B X l l I 
i K E T E N T U A N PENUTUP 
i Pasa l l ? 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagai 
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I I Pacitan 
Nomor; 2 Tahun 1995 tentang Izin Trayek kendaraan Umum serta 
Peraturan Daerah perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 

\ Pasal lS 
! 
1 

Hal-hal yang betum cukup diatur datam Peraturan Daerah i n i , sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjul oleh Kepala Daerah. 



Pasal 19 
t 

Peraturan Daerah ini mu!ai berlaku pada tanggal diundangkan. 
i 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan pcnempatannya dalara Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan. 

: Disahkan d i Pacitan 
; Pada tanggal 27 M a r e t 2000 

BUPATI PACrTAN 

Cap. t t d 

S U T J I P T O 

Diundangkan d i Pacitan 
padatangal31 M a r e t 2000 

Pembina Utaraa M u d a 
N I P . 510 049 978 
\ 

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2000 Nomor 13 Seri B. 
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I L A M P I R A N : P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N 
P A C I T A N 
N O M O R : U T A H U N 2000 
T A N G G A L : 27 Mare t 2000 
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B E S A R N Y A T A R I F R E T R I B U S I I Z I N T R A Y E K 
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U R A I A N 

V 

TARIP (Rp) K E T E R A N G A N 

! 
1. Mobi l Penumpang Umum 

• Izin Trayek ; 
• Kartu Pengawasan 

50.000,00 
15.000,00 

, t 
2. Mobi l Bus ; 

A. Tempat duduk 9 s/d 14 orang 
• Izin Trayek 
• Kartu Pengawasan 

B. Tempat duduk 15 s/d 24 orang 
• Izin Trayek' 
• Kartu Pengawasan 

C. Tempat duduk 25 s/d 45 orang 
• Izin Trayek' 
• Kartu Pengawasan 

D. Tempat duduk 45 kcatas 
• Izin Trayek 
• Kartu Pengawasan 

75.000,00 
25.000,00 

m A A A A A 

100.000.00 
35.000.00 

125.000,00 
45.000,00 

150.000,00 
50.000,00 

3. Mobi l Barang untuk angkuan orang 
• Surat Keterangan Mob i l Barang untuk 

Angkutan Orang 
• Kartu Pengawasan 

75.000.00 

25.000,00 

4. Izin Penyimpangan Trayek Antar Kota Dalam 
Propinsi ': 

• Mobi l bus • 
• Mobi l Penumpang Umum 

10.000,00 
5.0O0.OO 

j B U P A T I P A C I T A N 

I Cap. t td 

S U T J I P T O 
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